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MOTO 

“Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.”1 

  

(Terjemahan QS. Al-Ikhlas 2) 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al-Qur’an dan terjemahannya 

   Bandung: Diponegoro 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara 

sadar terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini 

berarti pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi 

kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam 

rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pelaksanaan pembangunan 

mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan pertahanan keamanan. Adanya pelaksanaan pembangunanuntuk memacu 

peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan 

sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.  

Pembangunan Nasional memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran pembangunan dan diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber dari pada penerimaan dalam 

negeri khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut 

harus ditekankan baik dari pajak daerah maupun pajak pusat. Hal ini diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri, karena 

hal tersebut hanya akan memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia.  

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan 

mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan Nasional.. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak 

untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam 

menopang pembiayaan belanja negara. Hampir setiap warga negara yang ada di 

dunia memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak 

bergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan 
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ekonomi. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat 

adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya 

beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban 

untuk membayar pajak. Bagi ekonomi, pajak bukan semata sebagai alat pemrintah 

untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku 

masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat 

di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah 

seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda sesuai dengan 

sudut pandang masing-masing pihak.  

Pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta 

tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan 

perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan 

pembangunan nasional serta untuk meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran 

akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman yang 

cukup oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan 

benar, maka kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting dalam 

menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan 

pemerintah.  

Pajak memiliki peran yang sangat penting di Negara kita, pajak tidak hanya 

dapat meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan pemerintahan, tetapi 

juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal dalam rangka menjaga 

perekonomian nasional. Dimana semuanya itu bertujuan untuk menutupi, 

menekan, serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar negeri. Dalam 

mempertahankan kondisi tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang 

punggung penerimaan dalam negeri atau penyumbang dana terbesar bagi 

pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap pajak 

sebagai prioritas utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan 

lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, pengenaan pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 

Negara atau pusat dan Pajak Daerah.  
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Pajak juga sangat penting di Pemerintah Daerah, karena Pajak Daerah 

berperan serta dalam membiayai Pembangunan Daerah, tanpa adanya pajak 

daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan daerah akan sulit 

dipenuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 

menghapus keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang salah satunya mandatorinya 

adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

di daerahnya masing-masing.  

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 

September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk 

memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan 

ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota 

dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. 

Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dituntut untuk siap 

melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan 

basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan dan penagihan dan lain-lain, 

yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai 

dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009.  

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki hubungan erat 

dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hubungan erat antar 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus serasi sehingga akan dapat 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah 

dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna 

dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang 

nomoer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan 

bahwa Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak 

Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang memungut 

Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam 

Perkotaan Daerah. 

Peraturan Daerah diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak 

daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan /atau kepemilikan, penguasaan 

dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya 

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum 

dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan 

pembangunan sesuai dengan kemampuannya.  

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah 

otonom. Dan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan bagi 

Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui 

pemungutan pajak dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Akan 

tetapi guna mencegah pemungutan Pajak Daerah yang berlebihan, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Pajak 

Daerah tersebut adalah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 
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GRESIK, BANGSA ONLINE.com- Masyarakat Kabupaten Gresik yang 

telah melunasi PBB (pajak bumi dan bangunan) hingga bulan September 2017, 

baru sebanyak 66,30 persen, atau Rp 54.823.797.336dari yang ditargetkan sebesar 

Rp 82.687.500.000 di tahun 2017. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah 

Pemkab Gresik Kng. Djoko Sulistio Hadi saat Bulan Panutan Pelunasan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di ruang Mandala Bakti 

Praja Kantor Bupati Gresik, Selasa (5/9/2017). 

Ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Pemkab Gresik Kng. Djoko Sulistio Hadi, 

capaian PBB itu sejak disampaikannya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang) pada periode Februari 2017 dan imbauan pelunasan PBB hingga 

dengan penyelenggaraan bulan panutan pelunasan PBB tahun 2017. “Jadi 

persentase yang telah tercapai hingga saat ini sebesar 66,330 persen,” tegasnya. 

Sementara Bupati Sambari Halim Radianto menyatakan, dalam Bulan Panutan 

PBB tahun ini warga Bawean paling taat pajak. Hal ini terbukti dari 2 kecamatan 

yang ada di Kepulauan Bawean yakni Kecamatan Tambak yang terdiri dari 13 

desa dan Kecamatan Sangkapura yang terdiri dari 17 desa telah lunas Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) 100 persen. 

Kondisi ini, kata Bupati, lantaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) 

PBB baru disampaikan kepada wajib pajak pada Februari lalu, namun PBB di 2 

kecamatan tersebut tercatat sudah terlunasi 100 persen tidak lama setelah SPPT 

disampaikan. Karena itu, Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap 

2 Kecamatan yang ada di Kepulauan Bawean tersebut. “ Kami secara pribadi 

maupun mewakili Pemkab Gresik, mengucapkan selamat dan terima kasih atas 

prestasi yang telah dicapai oleh Kelurahan/desa/kecamatan dalam merealisasikan 

pemungutan PBB untuk sektor perdesaan serta perkotaan tahun 2017,” ujarnya. Ia 

menyatakan, bahwa capaian ini tidak terlepas dari peran serta camat dan 

perangkat desa untuk mendorong warganya tertib dalam melaksanakan 

kewajibannya. Ia berharap agar prestasi yang telah dicapai untuk dipertahankan 

serta ditingkatkan lagi. “Hal ini bisa menjadi panutan bagi desa lainnya untuk 

mendorong wajib pajak di wilayahnya untuk segera menyelesaikan kewajibannya. 
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Dan kami berharap dunkungan semua pihak serta kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak,” harapnya. 

Pemkab Gresik dalam bulan panutan PBB memberi apresiasi kepada 123 desa 

di 13 kecamatan yang telah berprestasi dengan pelunasan PBB sebelum jatuh 

tempo yang telah ditetapkan. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono 

menjelaskan, 13 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Gresik terdapat 3 desa 

yang telah lunas PBB, Kecamatan Kebomas 3 desa, Manyar 2 desa, Kecamatan 

Bungah 4 desa, Kecamatan Sidayu 6 desa, Kecamatan Dukun terdapat 26 desa, 

dan Kecamatan Panceng terdapat 7 desa. Kemudian, Kecamatan Wringinanom 2 

desa, Kecamatan Balongpanggang 20 desa, Kecamatan Benjeng terdapat 18 desa, 

Kecamatan Cerme terdapat 9 desa, Kecamatan Duduksampeyan 19 desa dan 

Kecamatan Kedamean 4 desa.   

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diungkapkan maka rumusan 

masalah yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Mekanime 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk memahami dan 

menjelaskan tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadikan sarana latihan keja dan penerapan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pajak 

daerah. 
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2) Memperoleh pengetahuan mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Gresik. 

3) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya tentang materi PBB-

P2.   
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Pemungutan 

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata Pungut yang berarti menarik 

atau mengambil. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil” (2008:86). 

Pemungutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda 

dan segala yang dibendakan.  

2.2  Pajak 

 Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

2.2.1 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak, sebagai 

berikut: 

a. Syarat Pajak Keadilan 

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam 

undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan 

merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan 
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pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan 

Pajak. 

b. Syarat Pajak Yuridis 

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh 

karenanya di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara 

maupun warga negara. 

c. Syarat Pajak Ekonomis 

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu 

kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Syarat Pajak Finansial 

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesusai 

dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana 

Salah satu dari  syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya 

sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.2.2 Teori Pemungutan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2016:5) atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk 

memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. 

Teori-teori tersebut antara lain adalah: 

a. Terori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
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b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, Sistem Pemungutan Pajak ada 3: 

a. Official Assessment System 

Pengertian official assessment system adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah 

perbendaharaan pajak. 

b. Self Assessment System 

Pengertian self assessment system adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besar 

pajak yang terutang. 
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c. With Holding System 

Penertian with holding system adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

 Dalam tata cara pemungutan pajak, pemungutan pajak dilarang 

diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar menggunakan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT). 

2.3  Pajak Daerah 

 Mardiasmo (2016:14), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

2.3.1  Dasar Hukum 

 Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2.3.2  Jenis Pajak Daerah 

 Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok 
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b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Khususnya untuk Daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi 

dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Ibu Kota Jakarta, jenis pajak 

yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan 

pajak untuk daerah kabupaten/kota.  

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Mardiasmo (2016:381), Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh 

bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perariran 

pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perariran) serta laut wilayah Republik 

Indonesia. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 

b. Jalan tol. 

c. Kolam renang. 

d. Pagar mewah. 

e. Galangan kapal. 

f. Tempat olahraga. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13 
 

g. Galangan kapal, dermaga. 

h. Taman mewah. 

i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 

j. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 

Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib 

pajak. 

2.4.1 PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 

September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk 

memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan 

ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota 

dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. 

Menurut Mardiasmo (2016:406), PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 

atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih 

dipungut oleh pemerintah pusat. 

a. Dasar Hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan 

  Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah: 

1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 

2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai 

tahun 2010 
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b. Asas 

1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 

2) Adanya kepastian hukum. 

3) Mudah dimengerti dan adil. 

4) Menghindari pajak berganda. 

c. Objek Pajak 

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. 

e. Tarif dan Cara Menghitung PBB 

1) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 

0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.   

2) Cara Menghitung PBB 

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara: 

PBB P2= tarif x (NJOP-NJOPTKP) 

f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
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 Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: 

1) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

2) nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi 

dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 

3) nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 

tersebut. 

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 

tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya 

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan 

setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. 

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh 

masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

2.4.2 Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan 

PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan 

objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah 

daerah yang meliputi letak objek pajak.  

Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang 

wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 
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Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

dalam hal sebagai berikut: 

a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secar tertulis 

oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak 

yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan 

SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

2.5  PBB di Kabupaten Gresik 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerahyang 

memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan 

keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaran Pemerintah Daerah dan 

pelayanan umum. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan 

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak 

Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang memungut 

Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam 

peraturan daerah. 

Perarturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam 

pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan 

manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan, dan/atau perolehan manfaat 

atas bangunan.  

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
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keperluan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang 

nomoer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan 

bahwa Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak 

Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang memungut 

Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam 

Perkotaan Daerah. 

Peraturan Daerah diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan 

pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan /atau kepemilikan, 

penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan 

berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, 

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. 

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati 

Gresik Memutuskan: 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUMPasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Gresik; 

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Gresik; 

3.  Bupati adalah Bupati Gresik; 

4.  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1  Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 

 

3.1.2  Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 31 hari kalender, 

yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 

Waktu  pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini disesuaikan dengan 

jam kerja karyawan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Gresik  yaitu: 

 

Tabel 3.1 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin s/d Jum’at 07.30-15.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik  

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1  Ruang Lingkup Kegiatan 

 Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan 

membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini 
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penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada 

bagian Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan.  

Pada bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ini penulis diberi tugas 

untuk memeriksa dan membantu wajib pajak PBB untuk melihat jumlah PBB 

yang terutang.. Sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak 

dan dapat mengetahui langkah-langkah dalam pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan dan memberitahukan kepada wajib pajak tentang jumlah PBB yang 

terutang.. 

 

3.2.2  Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

Senin, 

6/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Selasa, 

7/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Rabu, 

8/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

Memperoleh 

informasi data 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 
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mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Kamis, 

9/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek dan data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Jum’at, 

10/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Senin, 

13/03/2017 

Melakukan sosialisasi 

tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan 

Gresik, Kabupaten Gresik 

Menyampaikan 

tata cara 

pembayaran 

PBB-P2 dan 

melakukan 

pemungutan 

PBB-P2 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 

Selasa, 

14/03/2017 

Melakukan sosialisasi 

tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan 

Gresik, Kabupaten Gresik 

Menyampaikan 

tata cara 

pembayaran 

PBB-P2 dan 

melakukan 

pemungutan 

PBB-P2 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 
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Rabu, 

15/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Kamis, 

16/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Jum’at, 

17/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Senin, 

20/03/2017 

Melakukan sosialisasi 

tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan 

Kebomas, Kabupaten 

Gresik 

Menyampaikan 

tata cara 

pembayaran 

PBB-P2 dan 

melakukan 

pemungutan 

PBB-P2 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 

Selasa, 

21/03/2017 

Melakukan sosialisasi 

tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan 

Kebomas, Kabupaten 

Gresik 

Menyampaikan 

tata cara 

pembayaran 

PBB-P2 dan 

melakukan 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 
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pemungutan 

PBB-P2 

Rabu, 

22/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Kamis, 

23/03/2017 

Melakukan sosialisasi 

tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan 

Sidayu, Kabupaten Gresik 

Menyampaikan 

tata cara 

pembayaran 

PBB-P2 dan 

melakukan 

pemungutan 

PBB-P2 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 

Jum’at 

24/03/2017 

Melakukan sosialisasi 

tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan 

Sidayu, Kabupaten Gresik 

Menyampaikan 

tata cara 

pembayaran 

PBB-P2 dan 

melakukan 

pemungutan 

PBB-P2 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 

Senin, 

27/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Selasa, 

28/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

Memperoleh 

informasi data 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 
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mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Rabu, 

29/03/2017 

Membantu bagian 

pelayanan PBB untuk 

mengecek data Wajib 

Pajak yang mau 

membayar PBB 

Memperoleh 

informasi data 

wajib pajak 

yang 

membayar 

PBB 

Alindi Lecya Latih, 

S.Psi KASUBID 

PENGELOHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

Kamis, 

30/03/2017 

Mengikuti Upacara 

memperingati hari jadi 

Kabupaten Gresik ke-530 

di Lapangan Pemkab 

Gresik 

Berpartisipasi 

dalam rangka 

hari jadi 

Kabupaten 

Gresik 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 

Jum’at, 

31/03/2017 

Mengikuti jalan sehat 

dalam rangka hari jadi 

Kabupaten Gresik ke-530 

di Wahana Ekspresi 

Poesponegoro 

Berpartisipasi 

dalam rangka 

hari jadi 

Kabupaten 

Gresik 

M. Mukhtar, S Sos, 

MM Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang 

berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini 

berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, daftar bukti pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan, bukti pembayaran pada Bank. Data kualitatif adalah 

data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara 
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wawancara langsung pada narasumber terkait pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

3.3.2  Sumber Data 

Data Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik” diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata dari 

pembimbing selaku staf bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Data yang 

diperoleh antara lain yaitu bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh 

wajib pajak, daftar bukti pembayaran PBB. Dan melakukan wawancara kepada 

wajib pajak PBB pada waktu melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di 

beberapa Kecamatan di Kabupaten Gresik. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini 

adalah: 

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan

buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan

dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan

terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini

penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2).
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan selama proses terlaksananya 

kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, penulis tidak hanya mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPPT) adalah SPOP dan

atau LSOP yang telah benar, jelas dan lengkap akan diberikan ke Kepala

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daaerah Kabupaten

Gresik untuk ditetapkan pajak terutangnya. Kepala Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daaerah Kabupaten Gresik atas nama

Bupati Gresik mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-

P2. SPPT akan diberikan ke Kecamatan untuk diberikan kepada Kelurahan

atau Desa. Kelurahan atau Desa akan memberikan kepada Wajib Pajak

atau Subjek Pajak.

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan

dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang

berdasarkan SPPT atau SKPD.

3. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) melalui petugas Pemungut adalah Wajib Pajak yang

memilki Pajak Terutang PBB-P2 membayar PBB-P2 terutang secara tunai

kepada Petugas Pemungut. Wajib Pajak akan mendapatkan Tanda Terima

Sementara (TTS) sebagai bukti pembayaran. Kemudian Petugas Pemungut

menyetor keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa atau Kelurahan untuk

disetorkan ke Bank Persepsi. Petugas Pemungut akan menerima Surat

Setoran Pajak Daerah Atau (SSPD) atau Surat Tanda Terima Setoran

(STTS) untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran

yang sah.
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5.2 Saran 

 Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya: 

Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan dapat 

terealisasi 100%. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosisalisasi 

terhadap masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajibannya membayar 

pajak. 
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Lampiran 1. Surat Pengantar Magang 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 7. Absensi Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 
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Lampiran 9. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
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Lampiran 12.Surat Setoran Pajak Daerah 
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